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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan e-government dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Melalui metode systematic literature review
(SLR), penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi terbaru yang membahas
implementasi e-government dan dampaknya terhadap keterbukaan informasi serta
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-
government berperan penting dalam membuka akses informasi pelayanan publik, mempercepat
proses administrasi, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan. Namun,
terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan digital, keterbatasan
infrastruktur, serta resistensi budaya birokrasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, dan kebijakan yang
mendukung untuk memaksimalkan manfaat e-government dalam pelayanan publik. Dengan
demikian, pemanfaatan e-government dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: E-Government, Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Systematic
Literature Review

ABSTRACT
This study aims to examine the utilization of e-government in enhancing transparency and
accountability in public services. Using a systematic literature review (SLR) method, this
research collects and analyzes recent studies related to e-government implementation and its
impact on information openness and government accountability to the public. The findings
indicate that e-government plays a crucial role in increasing access to public service
information, accelerating administrative processes, and encouraging active citizen participation
in oversight. However, several challenges need to be addressed, such as the digital divide,
infrastructure limitations, and bureaucratic cultural resistance. The study recommends
improving human resource capacity, developing technological infrastructure, and supportive
policies to maximize the benefits of e-government in public services. Therefore, e-government
utilization can be a strategic instrument in realizing transparent and accountable governance.
Keywords: E-Government, Transparency, Accountability, Public Services, Systematic
Literature Review

PENDAHULUAN

Pemerintahan modern dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin kompleks,
termasuk dalam hal pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Globalisasi dan
kemajuan teknologi informasi menuntut perubahan fundamental dalam tata kelola
pemerintahan, terutama dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk
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inovasi pemerintahan digital yang berkembang pesat adalah electronic government atau e-
government. E-government merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik,
efisiensi birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan
memanfaatkan e-government secara optimal, diharapkan tercipta pelayanan publik yang tidak
hanya efisien dan efektif, tetapi juga akuntabel dan transparan.

Permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi oleh banyak pemerintahan, baik di
tingkat pusat maupun daerah, adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam
pelayanan publik. Praktik-praktik birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya keterbukaan
informasi, serta minimnya sistem pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, e-government menjadi
instrumen penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa
penerapan e-government dapat mendorong keterbukaan informasi, mempercepat proses
pelayanan, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengawasi Kinerja
pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara sistematis bagaimana pemanfaatan
e-government mampu mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Dalam dua dekade terakhir, literatur mengenai e-government telah mengalami perkembangan
yang signifikan. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, praktisi, dan
lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa e-government tidak hanya sekadar sistem
teknologi, tetapi merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan administrasi publik.
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kajian e-government meliputi aspek teknis, sosial,
kelembagaan, dan kebijakan. Namun demikian, belum terdapat kajian sistematis yang secara
khusus mengulas keterkaitan antara e-government dengan aspek transparansi dan akuntabilitas
pelayanan publik secara komprehensif. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian dengan metode
Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Metode SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai publikasi ilmiah
secara terstruktur dan sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Dalam konteks
ini, fokus kajian diarahkan pada pemanfaatan e-government dan kontribusinya dalam
meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Melalui
pendekatan ini, akan diperoleh peta literatur yang dapat menggambarkan tren, temuan-temuan
utama, kesenjangan penelitian, dan rekomendasi strategis dalam implementasi e-government.
Selain itu, SLR juga berguna untuk menilai kualitas metodologi yang digunakan dalam studi
sebelumnya, sehingga dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan atau penelitian
lanjutan.

Berdasarkan tinjauan awal terhadap beberapa jurnal nasional dan internasional,
ditemukan bahwa e-government telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti portal
layanan publik, sistem informasi kepegawaian, e-procurement, serta aplikasi pelaporan dan
pengaduan masyarakat. Implementasi tersebut memberikan dampak yang berbeda-beda
tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan,
serta keterlibatan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Heeks (2006) menggarisbawahi
pentingnya kontekstualisasi e-government, karena tanpa pendekatan yang adaptif terhadap
kondisi lokal, sistem yang dibangun justru tidak akan digunakan secara optimal. Oleh karena
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itu, penelitian ini tidak hanya memetakan keberadaan e-government, tetapi juga mengkaji
faktor-faktor penentu keberhasilan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, terdapat sejumlah literatur yang menyoroti tantangan dalam penerapan e-
government, seperti masalah digital divide, resistensi dari birokrasi tradisional, dan
keterbatasan regulasi. Di beberapa negara berkembang, kendala teknis dan struktural seringkali
menghambat efektivitas e-government sebagai alat untuk memperbaiki pelayanan publik. Hal
ini diperkuat oleh temuan dari Ndou (2004), yang menekankan bahwa transformasi digital
dalam sektor publik memerlukan strategi yang terintegrasi antara pengembangan teknologi,
reformasi kelembagaan, dan perubahan budaya birokrasi. Kajian sistematis dalam penelitian ini
akan mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut serta merumuskan strategi mitigasi yang
telah berhasil diterapkan di berbagai negara.

Lebih lanjut, pemanfaatan e-government juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip
good governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari enam pilar utama dalam
konsep pemerintahan yang baik. Dengan e-government, akses terhadap informasi publik
menjadi lebih terbuka dan terstruktur, sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol sosial
secara lebih efektif. Akuntabilitas pun dapat ditingkatkan melalui pelaporan kinerja yang
berbasis digital serta sistem pengawasan daring. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat menunjukkan bagaimana e-government bukan hanya instrumen teknologi, tetapi juga
instrumen demokrasi yang memperkuat relasi antara negara dan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis
terkait pengembangan e-government, seperti Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun demikian, implementasi e-
government di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan
antar wilayah, kapasitas kelembagaan, dan kualitas layanan yang bervariasi. Kajian sistematis
ini akan memberikan kontribusi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan
memberikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy) untuk perbaikan ke depan.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengkaji secara sistematis peran e-government dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode Systematic Literature
Review, penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana e-government
telah berhasil meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelayanan publik,
serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pencapaian tersebut. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi
pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) sebagai
pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis literatur yang relevan mengenai
pemanfaatan e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
publik. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan tinjauan yang komprehensif dan
sistematis terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga
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dapat menyajikan gambaran menyeluruh terkait perkembangan, tren, serta temuan utama dalam
bidang kajian ini.

Proses SLR dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan standar yang telah diadaptasi
dari panduan yang dikembangkan oleh Kitchenham (2004) dan Tranfield, Denyer, & Smart
(2003). Tahapan tersebut meliputi perumusan pertanyaan penelitian, penentuan kriteria inklusi
dan eksklusi, pencarian literatur, seleksi studi, ekstraksi data, analisis dan sintesis temuan, serta
pelaporan hasil penelitian secara sistematis.

Pertama, perumusan pertanyaan penelitian dilakukan untuk mengarahkan fokus kajian.
Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemanfaatan e-government
berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik? Selain itu,
pertanyaan pendukung terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-
government juga dirumuskan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Kedua, kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan secara jelas untuk menentukan artikel,
jurnal, atau dokumen penelitian yang akan dimasukkan dalam kajian. Kriteria inklusi
mencakup: (1) publikasi ilmiah yang membahas e-government dalam konteks pelayanan
publik, (2) studi yang membahas aspek transparansi dan/atau akuntabilitas, (3) artikel yang
dipublikasikan dalam rentang waktu 2000 hingga 2024, serta (4) publikasi dalam bahasa
Indonesia maupun bahasa Inggris. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi publikasi yang bersifat
opini tanpa data empiris, artikel duplikat, dan dokumen yang tidak tersedia teks lengkapnya.

Selanjutnya, proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan
beberapa basis data elektronik terkemuka, antara lain Scopus, Web of Science, Google Scholar,
dan portal jurnal nasional seperti Garuda dan Neliti. Kata kunci yang digunakan dalam
pencarian disusun berdasarkan kombinasi istilah seperti “e-government”, “transparency”,
“accountability”, “public service”, ‘“digital governance”, dan sinonim terkait. Pencarian
dilakukan dengan memanfaatkan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas atau
mempersempit cakupan pencarian.

Setelah diperoleh daftar publikasi awal, tahap seleksi dilakukan melalui dua proses
utama, yaitu seleksi berdasarkan judul dan abstrak, serta seleksi penuh pada isi dokumen. Pada
tahap seleksi judul dan abstrak, artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian langsung
dieliminasi. Artikel yang lolos kemudian dianalisis secara mendalam dengan membaca
keseluruhan isi untuk memastikan relevansi dan kualitas studi. Kualitas metodologis tiap studi
juga dinilai menggunakan instrumen evaluasi seperti Critical Appraisal Skills Programme
(CASP) untuk menjamin integritas data yang diikutsertakan dalam kajian.

Pada tahap ekstraksi data, informasi penting dari setiap artikel dikumpulkan dan dicatat
dalam format tabel yang memuat variabel seperti judul, penulis, tahun publikasi, tujuan
penelitian, metode yang digunakan, temuan utama terkait e-government, transparansi, dan
akuntabilitas, serta rekomendasi penelitian. Data ini menjadi dasar untuk tahap analisis dan
sintesis yang bertujuan mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan temuan di antara
berbagai studi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik thematic analysis
untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dalam literatur. Tema tersebut kemudian
dihubungkan dengan teori-teori terkait good governance, digital transformation, dan public
administration. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang
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komprehensif tentang bagaimana e-government berperan dalam meningkatkan keterbukaan dan
tanggung jawab dalam pelayanan publik, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
keberhasilannya.

Terakhir, hasil dari proses SLR ini disusun dalam bentuk laporan penelitian yang
terstruktur dengan baik, dimulai dari ringkasan temuan utama, diskusi Kkritis terhadap hasil,
implikasi praktis dan kebijakan, hingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dengan
demikian, metode penelitian ini tidak hanya menyajikan bukti empiris yang valid dan dapat
dipercaya, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta
praktik pemerintahan digital yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil Penelitian Dalam bagian ini, akan dipaparkan hasil temuan dari kajian sistematis
terhadap berbagai publikasi ilmiah terkait pemanfaatan e-government untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian disajikan dalam beberapa
bagian utama, yaitu gambaran umum implementasi e-government, kontribusi e-government
terhadap transparansi, peran e-government dalam akuntabilitas, serta faktor pendukung dan
penghambat dalam penerapannya.

1. Gambaran Umum Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil SLR, e-government telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai
solusi digital untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Bentuk implementasinya
meliputi portal layanan online, sistem informasi manajemen pemerintahan, aplikasi
pelaporan masyarakat, serta sistem pengelolaan data berbasis elektronik. Studi dari Heeks
(2006) dan Ndou (2004) menunjukkan bahwa e-government menjadi instrumen strategis
untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap
layanan pemerintah.

Di Indonesia, pelaksanaan e-government secara nasional juga mengalami
perkembangan signifikan, terutama sejak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Namun, hasil kajian juga mengungkap adanya disparitas dalam
kesiapan teknologi dan sumber daya manusia di tingkat daerah yang menyebabkan
keberhasilan implementasi berbeda-beda antar wilayah. Hal ini menegaskan perlunya
pendekatan yang kontekstual dan adaptif dalam penerapan e-government agar mampu
menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.

2. Kontribusi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik

Literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa e-government berperan
penting dalam memperkuat transparansi pemerintahan. Melalui platform digital, informasi
terkait prosedur, biaya, dan progres layanan publik dapat diakses secara terbuka oleh
masyarakat tanpa hambatan birokrasi. Penelitian oleh Bannister dan Connolly (2014)
menegaskan bahwa transparansi ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik
terhadap pemerintah.

Selain itu, fitur pelaporan dan pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk
langsung menyampaikan keluhan dan memantau tindak lanjutnya secara real-time. Studi
yang dilakukan oleh Luna-Reyes dan Gil-Garcia (2014) menambahkan bahwa keterbukaan
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data melalui e-government juga mendorong partisipasi warga dalam pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga transparansi tidak hanya bersifat satu arah
tetapi menjadi mekanisme interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

3. Peran E-Government dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Selain transparansi, akuntabilitas menjadi aspek utama yang ditingkatkan melalui
pemanfaatan e-government. Kajian literatur menemukan bahwa sistem digital
memungkinkan pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah secara lebih terstruktur dan
akurat. Menurut research oleh Dawes (2008), pengelolaan data yang terintegrasi
memudahkan pejabat pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan
tindakan yang diambil dalam proses pelayanan publik. Sistem e-government juga
mendorong adanya mekanisme audit yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan
teknologi informasi, yang memungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
Beberapa penelitian seperti oleh Gil-Garcia (2012) mengemukakan bahwa akuntabilitas
yang meningkat berdampak positif terhadap pengurangan praktik korupsi dan
penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.

4. Faktor Pendukung Implementasi E-Government

Dari hasil SLR, terdapat beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan e-
government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor utama meliputi
kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, komitmen
politik dari pimpinan pemerintah, serta regulasi yang mendukung. Studi dari Alateyah,
Crowder, dan Wills (2013) menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi pegawai
pemerintah agar mampu mengoperasikan sistem digital secara efektif.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran akan hak-hak mereka dalam
mendapatkan layanan yang transparan juga berperan penting dalam mendorong pemerintah
menjalankan akuntabilitas dengan lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat sipil pun menjadi elemen penting dalam memperkuat implementasi e-
government.

5. Hambatan dan Tantangan dalam Pemanfaatan E-Government

Meskipun banyak manfaatnya, kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah
hambatan yang kerap menghalangi optimalisasi e-government. Tantangan teknis seperti
keterbatasan akses internet di daerah terpencil dan masalah keamanan data menjadi kendala
utama. Selain itu, resistensi budaya birokrasi tradisional dan kurangnya dukungan kebijakan
yang konsisten memperlambat adopsi sistem digital secara menyeluruh.

Beberapa penelitian juga menyoroti isu kesenjangan digital (digital divide) yang
menyebabkan sebagian kelompok masyarakat sulit mengakses layanan e-government. Hal
ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik dan mengurangi
efektivitas transparansi serta akuntabilitas yang diharapkan. Oleh sebab itu, strategi mitigasi
hambatan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam pengembangan e-government.

Pembahasan

Hasil kajian sistematis yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
pemanfaatan e-government memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan konsep good governance yang
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menempatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai pilar utama dalam tata kelola
pemerintahan yang efektif dan demokratis (UNDP, 1997). Melalui platform digital, informasi
layanan publik dapat disajikan secara lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga membuka
ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengawasan pemerintah.

Transparansi yang ditingkatkan melalui e-government memberikan efek positif dalam
mengurangi praktik korupsi dan kolusi, karena setiap proses administrasi dan pengambilan
keputusan dapat dipantau secara real-time oleh warga. Hal ini sesuai dengan temuan Bannister
dan Connolly (2014) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik melalui teknologi
digital dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, e-
government bukan hanya alat teknis, melainkan juga instrumen demokratisasi yang
memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, implementasi e-government dalam konteks pelayanan publik tidak
lepas dari tantangan yang kompleks. Hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan
resistensi budaya birokrasi masih menjadi kendala utama, khususnya di wilayah dengan tingkat
kemajuan digital yang belum merata. Kondisi ini mengingatkan kita pada prinsip adaptasi
kontekstual yang dikemukakan Heeks (2006), bahwa keberhasilan transformasi digital sangat
bergantung pada kesiapan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan e-
government harus dirancang dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan agar tidak menjadi
program yang sekadar formalitas.

Selain itu, masalah kesenjangan digital (digital divide) juga menimbulkan dilema dalam
pelaksanaan e-government. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan
menggunakan teknologi informasi berpotensi terpinggirkan, sehingga tujuan transparansi dan
akuntabilitas justru tidak tercapai secara menyeluruh. Hal ini menuntut pemerintah untuk
melakukan pendekatan inklusif, seperti menyediakan fasilitas akses internet publik, pelatihan
literasi digital, dan mengembangkan layanan hybrid (gabungan digital dan manual) agar seluruh
lapisan masyarakat dapat menikmati layanan secara adil.

Faktor pendukung lain yang sangat krusial adalah komitmen politik dan dukungan
regulasi yang konsisten. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa kepemimpinan yang visioner
dan kebijakan yang mendukung, implementasi e-government cenderung terhambat oleh
birokrasi yang konservatif dan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, transformasi
digital harus menjadi prioritas strategis dalam agenda reformasi birokrasi agar mampu
menciptakan ekosistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting yang
tidak boleh diabaikan. SDM yang kompeten dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi
informasi akan menentukan efektivitas e-government. Pelatihan dan peningkatan kapasitas
pegawai pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu beradaptasi
dengan perubahan teknologi yang cepat dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa e-government bukan sekadar teknologi
informasi semata, melainkan sebuah transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan
yang menuntut sinergi antara aspek teknis, kelembagaan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu,
keberhasilan e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
publik sangat bergantung pada bagaimana elemen-elemen tersebut dikelola dan diintegrasikan
secara efektif.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan
bahwa pemanfaatan e-government secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Melalui penggunaan teknologi digital,
informasi layanan menjadi lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat, sehingga mendorong
partisipasi publik dan pengawasan yang lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, e-government juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban melalui pencatatan
dan pelaporan kinerja yang lebih terstruktur. Namun demikian, keberhasilan implementasi e-
government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia
yang kompeten, komitmen politik, serta kebijakan yang mendukung. Tantangan seperti
kesenjangan digital dan resistensi budaya birokrasi perlu mendapat perhatian khusus agar
transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan
investasi pada infrastruktur teknologi informasi terutama di daerah yang masih terbatas akses
digitalnya, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan
dalam pengelolaan sistem e-government. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang mendukung
perlu dikonsolidasikan agar implementasi e-government menjadi prioritas strategis dalam
reformasi birokrasi. Pemerintah juga hendaknya mengembangkan mekanisme layanan hybrid
yang mengakomodasi masyarakat yang belum sepenuhnya dapat mengakses layanan digital,
guna menghindari terjadinya kesenjangan pelayanan. Terakhir, penting untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan e-government sebagai bentuk pengawasan
sosial yang efektif demi tercapainya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
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